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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Untuk pelaksanaan pembangunan-pembangunan di Indonesia, roda 

pemerintahan harus dapat berjalan dengan lancar dan diperlukan biaya yang 

sangat besar. Salah  satu cara untuk mendapatkan biaya tersebut diperoleh dari 

segala sumber pendapatan yang ada di Indonesia. Dimana sumber pedapatan 

terbesar yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk 

membiayai pelaksanaan dan peningkatan pembangunan Nasional untuk 

kepentingan bangsa Indonesia. “Pajak merupakan kontribusi wajib bagi Negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang besifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”(Setyawan, 2009:1).  

Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk 

dilaksanakan. Penggunaan uang pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan 

pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Uang pajak juga digunakan untuk 

pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan 

masyarakat. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat 

dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Dengan 

demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat 

penting dalam menunjang kesejahteraan dan pembiayaan pembangunan. 

Penerimaan negara berasal dari penjualan  hasil sumber daya alam, pembagian 

keuntungan badan usaha milik negara dan pajak yang dibayarkan oleh rakyat. 

Secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi  

pajak pusat dan pajak daerah, pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh 

pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh direktorat jendral 

pajak departemen keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang 

dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupeten kota. Pajak 

Negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang 
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penyediaan fasilitas yang  juga di nikmati oleh pemerintah pusat dan penerimaaan 

daerah.  

Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Situbondo memiliki potensi yang berbeda-beda. Dinas 

Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Situbondo menetapkan target 

penerimaan masing-masing jenis pajak berbeda sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. Adapun target dan realisasinya penerimaan pajak daerah Kabupaten 

Situbondo pada Tahun 2014 adalah sebagai berkut: 

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas 

Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Situbondo 

No Jenis  

Pendapatan 

Target  

 (Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Prosentase 

% 

1 Pajak Hotel 376.660.000,00 424.235.478,10 112,63 

2 Pajak Restoran 924.334.000,00 
 

1.111.477.692,80 
 

120,25 
 

3 Pajak Hiburan 36.860.000,00 
 

42.102.850,00 
 

114,22 
 

4 Pajak Reklame 
 

875.000.000,00 
 

962.571.611,76 
 

110,01 
 

5 Pajak Penerangan Jalan 10.500.000.000,00 3.477.069.031,00 
 

   128,35  
 

6 Pajak Parkir 
 

12.000.000,00 
 

14.484.000,00 
 

120,70 
 

7 Pajak Air Tanah 1.000.000.000,00 
 

1.490.673.537,92 
 

149,07 
 

8 Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan 

320.000.000,00 
 

433.436.856,89 
 

    135,45  

9 Pajak PBB perdesaan dan 
Perkotaan 

          4.000.000.000,00  
 

4.118.368.640,00 
 

102,96 
 

10 Pajak Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan 

1.850.000,000,00 
 

2.212.958.696,00 
 

119,62 
 

 Jumlah 19.894.854.000,00 14.287.378.394,47 1213,26 

Sumber Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Situbondo, 2015 
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Berdasarkan tabel target dan realisasi pajak daerah tersebut, Pajak Bumi 

dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, merupakan pajak dengan target dan 

realisasi paling tinngi di banding dengan pajak daerah lainnya yang berada di 

Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Situbondo, yaitu sebesar       

Rp 4.000.000.000 dan penerimaan realisasi sebanyak Rp 4.118.368.640,00. Akan  

tetapi Pajak Bumi dan Bangunan memiliki prosentase 102,96% lebih rendah di 

banding pajak lainnya. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Situbondo merupakan Dinas penggabungan antara Dinas Pendapatan Daerah dan 

Dinas Keuangan  yang memiliki tugas menangani seluruh pendapatan daerah yang 

bersumber dari pajak daeah dan retribusi daerah. 

 Undang-Undang  nomor  28 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak 

Daerah dan  Retribusi  Daerah  merupakan  implementasi atas  lahirnya  otonomi  

daerah  yang diselenggarakan  di  Indonesia.  Pajak  daerah sebagai  salah  satu  

sumber  Pendapatan  Asli Daerah,  merupakan  sumber  keuangan  riil  bagi 

pemerintah  daerah.  Suatu  daerah  mempunyai hak  untuk  mengatur,  

mendapatkan, dan memelihara  aspek  sumber  Pendapatan  Asli Daerahnya yang 

hasilnya dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Penerapan  Undang-Undang  

Nomor  28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak  Bumi  dan  

Bangunan  khususnya  sektor Perdesaan  dan  Perkotaan.  Pajak  Bumi  dan 

Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2) yang  awalnya  merupakan  

pajak  pusat  kini menjadi  pajak  daerah.  Pengalihan  pengelolaan Pajak  Bumi  

dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  (PBB-P2)  dari  Pemerintah  Pusat 

kepada Pemerintah Daerah ini merupakan suatu bentuk  tindak  lanjut  kebijakan  

otonomi  daerah dan  desentralisasi  fiskal  yang  ada.  Hasil  dari pengelolaan  

pajak  tersebut masuk ke kas daerah setempat, sehingga memungkinkan daerah 

untuk  membiayai atau melaksanakan  kewenangan yang dimilikinya. 

Pengalihan Pengelolaan pajak yang ini tidak serta merta meninggalkan 

beban bagi pemerintah daerah karena pengalihan ini tidak hanya mengalihkan 

tugas dalam menangani PBB-P2 apalagi pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT), yang juga akan menjadi kewenangan daerah untuk 
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menerbitkan, termasuk melakukan pembenahan kesalahan SPPT, seperti salah 

dalam penulisan nama, letak, dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).  

Pendaftaran pada dasarnya dilakukan untuk menghimpun informasi terkait 

objek serta subjek pajak PBB-P2. Dalam proses pendaftaran dilakukan dengan 

mengisi formulir tertentu yaitu SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) secara 

lengkap dan menyerahkan kembali kepada petugas pelayaann DPPKAD. Namun 

yang terjadi dilapangan masih banyak wajib pajak yang belum melakukan 

pendaftaran kepada DPKAD hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah 

satunya adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam  melakukan 

pendaftaran. 

Pendataan bagi wajib pajak dan objek pajak perlu dilakukan guna 

meningkatkan potensi pajak bumi dan bangunan dengan membandingkan luas 

tanah tahun lalu dan tahun sekarang , karena sering terjadi kesalahan cetak doble, 

alih fungsi tanah yang pada awalnya tanah tersebut dimanfaatkan sebagai tanah 

yang diwakafkan dan sekolah, tetapi telah digunakan sebagai rumah pribadi  dan 

masih tetap menggunakan nama serta Nomor Objek Pajak (NOP) yang sama 

sehingga tidak membayar pajak bumi dan bangunan. 

Kriteria kelas objek pajak, blok adalah zona geografis yang terdiri dari 

sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan manusia 

yang bersifat permanen tetap seperti jalan, selokan, sungai dan sebagainya untuk 

kepentingan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu wilayah 

administrasi pemerintahan desa/kelurahan. 

Berdarkan hal tersebut di atas, penulis ingin membahas bagaimana proses 

Pendaftaran Pendataan Dan Penilaian atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

dan perkotaan. Maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil 

judul “Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Dan Penilaian Objek “Pajak Bumi 

dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan” (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Situbondo” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, peran Pajak Daerah khususnya Pajak 

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat menunjang 

Pendapatan Asli Daerah ( PAD) guna melaksanakan  penyelenggaraan pemerintah 

dan pembangunan di daerah. 

 Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan 

adalah Bagaimana Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Dan Penilaian Objek “Pajak 

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan” PBB-P2 pada Dinas Pendapatan 

Pengelola Keuangan dan Aset Derah Situbondo. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai Prosedur 

Pendaftaran, Pendataan, Dan Penilaian Objek “Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan” PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Situbondo. 

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program 

studi diploma III. 

2) Memperoleh pengalaman praktis dan mengenal dunia kerja yang 

sebenarnya. 

3) Melatih diri agar lebih peka dan tanggap menghadapi kondisi berbeda 

antara teori dibangku kuliah dengan kenyataan dilapangan. 

4) Dapat mengetahui kemampuan pribadi atau ilmu pengetahuan yang 

dimiliki. 

5) Sebagai aplikasi ilmu yang telah diperoleh, khususnya di bidang 

perpajakan. 
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b. Bagi Universitas Jember 

1) Sebagai unsur tambahan untuk menambah wawasan mahasiswa. 

2) Sebagai pengenalan antara mahasiswa dan instransi dalam peningkatan 

kreatifitas pribadi. 

3) Mempererat hubungan antara Universitas dengan instansi. 

c. Bagi Instansi  

1) Merupakan sarana untuk menjembatani antara instansi dengan lembaga 

pendidikan Universitas Jember untuk bekerja sama lebih lanjut yang 

besifat akademis maupun organisasi. 

2) Membantu membentuk jiwa kerja yang unggul. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Dasar hukum 

 Dasar hukum yang mendasari pembahasan laporan Praktek Kerja Nyata 

yaitu: 

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang peraturan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. 

c. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 33 Tahun 2014 tentang uraian Tugas 

dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Situbondo. 

d. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Serta Pemeliharaan dan 

Pemutahiran Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak 

(SISMIOP).  

 

2.2 Pengertian prosedur 

Menurut Mulyadi (1993: 6) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang 

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 

terjadi berulang-ulang.  

 

2.3 Definisi atau pengertian pajak 

2.3.1 Pengertian Pajak 

Membahas  mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu 

sendiri, menurut Rochmat Soemitro dan Djajadiningrat dalam bukunya Setu 

Setyawan (2009:2) 
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Menurut Rochmat Soemitro  

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari 

sektor partikelir ke kantor pemerintah) dengan tidak mendapat jasa timbal 

balik (tegen prestate) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan 

membiayai pengeluaran umum”  

Menurut Djajadiningrat 

“Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan 

ke kas Negara disebabkan suatu keaadaan, kejadian dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagi hukuman, menurut 

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak 

ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara 

kesejahteraan umum” 

Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan. 

a. Pajak merupakan iuran rakyat yang dibayarkan kepada Negara 

berdasarkan perbuatan, peristiwa dan kejadian 

b. Pembayaran pajak tidak mendapat jasa timbal balik (tegen prestate) secara 

langsung dari Negara 

c. Perolehan pajak untuk mengisi kas Negar dan digunakan ubtuk membiayai 

pengeluaran rutin dan sisanya untuk pengeluaran pembangunan dan 

cadangan (saving public) 

d. Pajak dapat dipaksakan melalui Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintah 

e. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat regulasi moneter  dan budget 

Negara. 

 

2.3.2 Fungsi Pajak 

 Menurut Meliala (2007:17) fungsi pajak dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Fungsi Budgetair 
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Fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknnya di sektor masyarakat dan 

pajak-pajak ini merupakan suatu alat (sumber) untuk memasukkan uang ke kas 

negara sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluan negara. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Fungsi mengatur(regulerend) adalah melalui undang-undang pajak 

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar 

bidang keuangan, seperti bidang ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, sesuai 

dengan kebijakan pemerintah. 

 

2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Setyawan (2009:9-10) sistem pemungutan pajak yang digunakan 

oleh Negara yaitu: 

a. Officiel Assessment System 

Sistem ini memberikan wewenang kepada negara (pemungut pajak) untuk 

melakukan perhitungan pajak yang terutang oleh rakyat. Dalam sistim ini rakyat 

bersifat pasif, besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat menunggu 

surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Negara. Sistim ini digunakan oleh 

Indonesia pada Pajak Bumi dan Bangunan, pajak (PBB) 

b. Self Assessment System 

Dalam sistim ini wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, 

membayar dan melaporkan pajak yang terutang atau yang harus dibayar, dalam 

hal ini rakyat dituntut aktif memahami dan mengerti sistim pelaksanaan undang-

undang perpajakan. Negara hanya bertindak sebagai pengawas atas pelaksanaan 

Undang-undang Uajak [sic]. Sistem ini digunakan di Indonesia pada Pajak 

Penghasilan. 

c. Withholding System 

 Sistim ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga (lembaga pemungut 

pajak) untuk menghitung, menetapkan dan memungut besarnya pajak dari Rakyat. 

Pemerintah menyiapkan undang-undang perpajakannya dan rakyat bertindak pasif 

menunggu hasil perhitungan besarnya pajak yang akan dibayar. Sistim ini 
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digunakan oleh Indonesia pada Pajak Pertambahan nilai dan Pajak Penjualan 

Barang Mewah. 

 

2.3.4 Dasar-Dasar Teori Pemungutan Pajak 

Menurut Meliala (2007:9-10) ada beberapa teori yang menjadi dasar bagi 

negara untuk memungut pajak, yaitu: 

a. Teori Asuransi 

Teori ini mengatakan bahwa pajak diibaratkan sebagi suatu premi asuransi 

yang harus dibayar oleh setiap orang (warga negara), karena warga negara tesebut 

telah mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah yaitu 

keselamatan jiwa dan bendanya. Dengan perkataan lain karena negara melindungi 

rakyat, maka rakyat harus membayar premi kepada negara dalam bentuk pajak 

(hampir sama dengan perusahaan asuransi).  

b. Teori Kepentingan 

Menurut teori ini, yang harus membaya pajak adalah orang yang 

berkepentingan, dan besanya pajak yang dibayar sesuai dengan besarnya 

kepentingan Wajib pajak yang dilindungi. 

c. Teori Gaya Pikul 

Teori gaya pikul atau teori daya pikul mengajarkan bahwa pajak harus 

dibayar menuut gaya pikul atau kemampuan seseorang. Untuk mengukur gaya 

pikul seseorang dapat digunakan antara lain berdasarkan jumlah penghasilan, 

kekayaan, belanja atau pengeluran dan jumlah keluarga yang menjadi tanggungan. 

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak 

Teori kewajiban pajak mutlak atau teori wajib bayar mutlak disebut juga teori 

bakti. Teori ini berdasarkan atas paham organisasi negara (Organische Staatleer) 

yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk 

menyelenggarakan kepentingan umum. 

e. Teori Asas Gaya Beli 

Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaan kepentingan masyarakat dapat 

dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu 

dan juga kepentingan negara melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi 
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kedua-duanya. Jadi dapat dikemukakan bahwa teori ini menitik beratkan 

ajarannya kepada fungsi mengatur. 

 

2.3.5 Asas Pengenaan/Pemungutan Pajak 

Menurut Meliala (2007:11) kebiajakan pemerintah menerapkan tiga 

macam asas yaitu: 

a. Asas Domisili 

Maksudnya apabila pemerintah hendak melaksanakan pemungutan pajak 

berdasarkan azaz ini, maka yang menjadi dasar pemungutannya adalah tepat 

tinggal wajib pajak (domisili) dengan tidak memandang dimana pendaptan ini 

berasal, apakah dari dalm atau dari luar negari. 

b. Asas Kebangsaan 

Pajak yang berdasarkan azaz kebangsaan adalah pajak yang dikenakan suatu 

negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara tersebut, 

dengan tidak mempeduliakan di mana wajib pajak itu bertempat tinggal (yang 

dilihat adalah kebangsaan wajib pajak) 

c. Asas Sumber 

Menurut azaz sumber cara pemungutan pajaknya adalah dengan melihat 

objek pajak tersebut bersumber darimana,  jadi apabila di suatu negara terdapat 

sumber-sumber pendaptan, maka negara tersebutlah yang berhak memungut 

pajaknya dengan tidak menghiraukan tempat di mana Wajib Pajak itu berada.  

 

2.3.6 Asas pelaksanaan pemungutan pajak 

Menurut Pudyatmoko (2008:42-44) asas pelaksanaan yang ada di 

Indonesia, yaitu: 

a. Asas Yuridis 

Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang 

perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun 

warganya. Oleh karena itu, mengenai pajak di negara hukum, segala sesuatunya 

harus ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata lain, hukum pajak harus 
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dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, dan jaminan ini 

diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut di dalam pemungut pajak, yakni 

fiscus dan wajib pajak. 

b. Asas Ekonomis 

Dalam hal ini perlu diingat bahwa pajak di samping mempunyai fungsi 

budgeter juga mempunyai fungsi mengatur. Apabila pemungutan pajak kepada 

masyarakat hanya ditekankan semata-mata pada fungsi budgeter, dengan 

menekankan jumlah yang optimal tanpa memperhatikan keadaan masyarakat, sisi 

keadilan dan kesanggupan masyarakat, tentu hal tersebut akan sangat 

memberatkan masyarakat. 

c. Asas Finansial 

Fungsi pajak yang terpenting adalah fungsi budgeter yakni memasukkan uang 

sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Sehubung dengan itu, agar hasil 

pemungutan pajak besar maka biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya. 

Untuk itu, pemerintah harus memperhitungkan efisiensi pengeluaran untuk 

penetapan pajak, pemungutan pajak, pelaporan pajak, juru pungut, dan 

sebagainya. Sedapat mungkin biaya yang dikeluarkan itu ditekan. Atau, kalau 

memang riil tidak menguntungkan, sebaiknya tak perlu dailakukan pemungutan. 

 

2.3.7 Cara Memungut Pajak 

Menurut setyawan (2009:8-9)  memungut pajak ada 3 cara, yaitu:  

a. Stetsel Nyata 

Metode penghitungan dan besarnya pajak yang harus dibayar oleh rakyat 

didasarkan pada objek pajak (penghasilan) yang sesungguhnya (nyata) diperoleh 

selam satu tahun, besarnya pajak yang akan dibayar oleh rakyat ditentukan dan 

dibayar pada akhir tahun pajak. 

b. Stetsel Anggapan 

Prosedur prnghitungan dan memungut pajak dilakukan oleh Negara pada 

awal tahun berdasarkan anggapan atau pemikiran penghasilan tahun sebelumnya. 
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c. Stetsel Campuran 

Cara ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stesel anggapan, 

prosedus perhitungan dan pemungutan pajak ditentukan di awal tahun 

berdasarkan kemampuan pajak yang dibayar tahun sebelumnya. Kemudian pada 

akhir tahun dihitung dan ditentukan pajak yang sebenarnya berdasrkan 

penghasilan riil yang diperoleh selama setahun. Apabila terjadi perbedaan jumlah 

pajak yang telah dibayar dangan [sic] yang sesungguhnya, maka rakyat tinggal 

melihat perbedaan itu lebih bayar atau kurang bayar. 

 

2.3.8 Pembagian Jenis Pajak 

Menurut Meliala (2007: 20-21) ada tiga pengelompokan pajak, yakni: 

a. Pajak Menurut Golongan 

1) Pajak Langsung adalah pajak yang langusng dibayar atau dipikul oleh 

Wajib pajak, dan pajak ini langsung dipungut oleh pemerintahdari wajib 

pajak. 

Contoh : Pajak Penghasilan 

2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang hanya dipungut kalau ada pada 

suatu ketika terdapat peistiwa atau pebuatan seprti pergerakan barng tidak 

bergerak, pembuatan akta dan lain-lain, dan pajak ini tidak 

mempergunakan surat ketetapan pajak, atau dapat dialihkan pada orang 

lain. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai 

b. Pajak Berdasarkan Wewenang Yang Memungut 

1) Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada di tangan 

pemerintah pusat. 

Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pengahsilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Bea Materai. 

2) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada 

pemerintah daerah. 

Contoh :Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame. 
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c. Pajak Berdasarkan Sifatnya 

1) Pajak Subyektif  atau pajak bersifat perseorangan adalah pajak yang dalam 

pengenaanya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak.  

Misalnya : pajak penghasilan Orang Pribadi.  

2) Pajak Obyektif adalah pajak yang dalam pengenaanya hanya 

memperhatikan sifat obyek pajaknya saja. Tidak memperhatikan keadaan 

Wajib Pajak. 

Misalnya : Bea Materai, PPN, Pajak Perseroan, PPh Badan. 

 

2.4 Pajak Daerah   

2.4.1 Pengertian Pajak Daerah  

Beberapa pengertian pajak daerah atau istilah yang terkait dengan Pajak 

Daerah menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 antara lain: 

a. Daerah  Otonom,  yang  selanjutnya  disebut  Daerah,  adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah  yang  berwenang  

mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  

masyarakat  setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  oleh 

Pemerintah Daerah  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  menurut  asas  

otonomi  dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  

sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

c. Pajak  Daerah,  yang  selanjutnya  disebut  Pajak,  adalah kontribusi  wajib  

kepada  Daerah  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  

bersifat  memaksa berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  

imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

d. Badan  adalah  sekumpulan  orang  dan/atau  modal  yang merupakan  

kesatuan,  baik  yang  melakukan  usaha maupun  yang  tidak  melakukan  
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usaha  yang  meliputi perseroan  terbatas,  perseroan  komanditer,  perseroan 

lainnya,  badan  usaha  milik  negara  (BUMN),  atau  badan usaha  milik  

daerah  (BUMD)  dengan  nama  dan  dalam bentuk  apa  pun,  firma,  

kongsi,  koperasi,  dana  pensiun, persekutuan,  perkumpulan,  yayasan,  

organisasi  massa, organisasi  sosial  politik,  atau  organisasi  lainnya,  

lembaga dan  bentuk  badan  lainnya  termasuk  kontrak  investasi kolektif 

dan bentuk usaha tetap. 

e. Subjek  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  Badan  yang  dapat  

dikenakan Pajak.  

f.  Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  Badan,  meliputi pembayar  

pajak, pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak, yang  mempunyai  hak  dan  

kewajiban  perpajakan sesuai  

dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan daerah. 

g. Pemungutan  adalah  suatu  rangkaian  kegiatan  mulai  dari penghimpunan 

data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan  besarnya  pajak  atau  

retribusi  yang terutang sampai  kegiatan  penagihan  pajak  atau  retribusi  

kepada Wajib  Pajak  atau  Wajib  Retribusi  serta  pengawasan 

penyetorannya. 

h. Pembukuan  adalah  suatu  proses  pencatatan  yang  dilakukan  secara  

teratur  untuk  mengumpulkan  data  dan informasi keuangan yang meliputi 

harta, kewajiban, modal, penghasilan  dan  biaya,  serta  jumlah  harga  

perolehan  dan penyerahan  barang  atau  jasa,  yang  ditutup  dengan 

menyusun  laporan  keuangan  berupa  neraca  dan  laporan laba rugi untuk 

periode Tahun Pajak tersebut. 

 

2.4.2 Jenis  Pajak Daerah 

Menurut setyawan(2009:287-290) pajak dibedakan dalam dua tingkatan, 

yaitu: 

a. Jenis pajak daerah Tingkat 1terdiri dari: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
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3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

b. Jenis  Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari: 

1) Pajak Hotel dan Restoran; 

2) Pajak Hiburan; 

3) Pajak Reklame; 

4) Pajak Penerangan Jalan; 

5) Pajak Pengambilan dan Pengelolahan Bahan Galian Golongan C; 

6) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; 

7) Pajak Parkir. 

 

2.5 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

2.5.1 Pengertian dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan  

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (2009:41) Pajak  Bumi  dan  

Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan adalah  pajak  atas  bumi  dan/atau  

bangunan  yang  dimiliki, dikuasai,  dan/atau  dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  

atau Badan,  kecuali  kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi  adalah  permukaan  bumi  

yang  meliputi  tanah  dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. 

Bangunan  adalah  konstruksi  teknik  yang  ditanam  atau dilekatkan  secara  tetap  

pada  tanah  dan/atau  perairan pedalaman dan/atau laut. 

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah  orang  

pribadi  atau  Badan  yang  secara  nyata mempunyai  suatu  hak  atas  Bumi  

dan/atau  memperoleh manfaat  atas  Bumi,  dan/atau  memiliki,  menguasai, 

dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

 

2.5.2 Objek dan Sujek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan 

 Menurut Isnanto (2013:5) objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai 

berikut: 

a. Objek dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi adalah permukaan  

bumi(tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut 
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wilayah Indonesia, Seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, 

tambang. Sedangkan Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau 

diletakkan secara tetap  pada tanah dan atau perairan. Misal rumah tempat 

tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar 

mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan 

tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai. 

b. Subjek dari Pajak bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang 

dapat dikenakan pajak. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha 

milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi 

koperassi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, oganisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lebaga dan bentuk 

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap 

(Isnanto, 2013:9). 

 

2.5.3 Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) 

Menurut Isnanto (2013:11) dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bngunan 

adalah sebagai berikut: 

a. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP) 

b. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri 

Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai 

dengan perkembangan daerahnya.  

  

2.5.4 Dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan 

Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang 

ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 

100% (seratus persen) dari nilai jual obyek pajak. Besarnya NJKP adalah sebagai 

berikut; 
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a. Objek pajak pekebunan adalah 40% 

b. Objek pajak kehutanan adalah 40% 

c. Objek pajak pertambangan adalah 20% 

d.  Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan): 

1) Apabila NJOP-nya >Rp. 1.000.000.000,00 adalah 40% 

2)  Apabila NJOP-nya <Rp. 1.000.000.000,00 adalah 20% 

 

2.5.5 Wilayah Pemungutan, Masa dan, Saat Pajak Terutang PBB-P2 

 Menurut Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2011 Wilayah 

Pemungutan, Masa dan Saat Pajak Terutang  PBB-P2. 

a. Wilayah pemungutan 

     Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut 

diwilayah Kabupaten  Situbondo  dimana tempat Bumi  dan  Bangunan 

Peredesaan dan Perkotaan berlokasi. 

b. Masa dan Saat pajak terutang 

1) Tahun Pajak adalah jangkawaktu 1 (satu) tahun kalender. 

2) Saat  yang  menentukan  pajak  yang  terutang  adalah  menurut  keadaan      

objek pajak pada tanggal 1 januari. 

3) Masa  pajak  dimulai  tanggal  1  Januari  dan  berakhir  tanggal  31 

Desember pada Tahun berkenaan. 

 

2.5.6 Pendaftaran 

 Pendaftaran adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  menghimpun  informasi  

secara komprehensif terkait objek dan subjek PBB-P2 dengan cara mengisi 

formulir isian tertentu. Pendaftaran objek PBB dilakukan oleh subjek pajak 

dengan cara mengambil dan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Obyek Pajak 

(SPOP)  secara Jelas, Benar Lengkap dan Tepat Waktu  serta ditandatangani dan 

dikembalikan ke DPPKAD 

 Persyaratan  subjektif  pada  PBB-P2  adalah  orang  pribadi atau badan  

yang  secara  nyata  mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas 
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bumi, dan/atau memiliki, menguasai  dan/atau  memperoleh  manfaat  atas  

bangunan.  Persyaratan  objektif  pada PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan 

yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, 

dan pertambangan. 

 

2.5.7 Pendataan 

 Pendataan  adalah  semua  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  memperoleh,  

mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek PBB-P2 

sebagai  salah  satu  bahan  yang  digunakan  dalam  menetapkan  besarnya  PBB-

P2 terutang 

            Menurut Peraturan Daerah Situbondo Nomor 19 Tahun 2011 Pendataan 

PBB-P2, yaitu: 

a. Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

(SPOP). 

b. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) harus  diisi  dengan  jelas, 

benar,  dan  lengkap  serta  ditandatangani  dan  disampaikan  kepada Bupati 

yang  wilayah  kerjanya  meliputi  letak  objek  pajak,  selambat lambatnya 

30(tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan 

Objek Pajak (SPOP) oleh Subjek Pajak. Berdasarkan SPOP, Bupati 

menerbitkan SPPT. Kepala  Daerah  dapat  mengeluarkan  SKPD  dalam  hal-

hal  sebagai berikut: 

1) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tidak disampaikan  dan  setelah 

Wajib  Pajak  ditegur  secara  tertulis  oleh Bupati sebagaimana 

ditentukan dalam Surat Teguran; 

2) Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  atau  keterangan  lain  ternyata jumlah  

pajak  yang  terutang  lebih  besar  dari  jumlah  pajak  yang dihitung 

berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan 

oleh Wajib Pajak. 
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2.5.8 Penilaian PBB 

Penilaian objek  PBB-P2  adalah  kegiatan  guna  menentukan  nilai  

ekonomis  atas suatu properti pada saat tertentu atau NJOP yang akan dijadikan 

dasar pengenaan pajak,  dengan  menggunakan  pendekatan  data  pasar,  

pendekatan  biaya,  dan pendekatan kapitalisasi pendapatan dalam bentuk 

pendapat tertulis 

Menurut peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2014. Penilaian Pajak 

Bumi dan Bangunan adalah rangkaian kegiatan untuk menentukan Nilai Jual 

Objek Pajak (NJOP) yang akan dijadikan dasar sebagai pengenaan pajak dengan 

menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya dan pendekatan 

pendapatan. 

Zona nilai tanah  

Zona nilai tanah menurut peraturan bupati situbondo nomor 19 tahun 2014 

adalah Zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai 

satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek 

pajak dalam suatu satuan wilayah administrasi pemerintah desa/kelurahan tanpa 

terikat pada batas blok. 

     Menurut Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2011 Pemungutan 

PBB-P2, yaitu: 

a. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan 

b. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan (Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD). 

 Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian menggunakan sistem 

pemungutan Official Assessment System karena fiskus yang berwenang 

menentukan besarnya pajak terutang, sehingga wajib pajak besifat pasif dan 

utang yang timbul setelah diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat 

pemberitahuan pajak terutang. 
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BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Sejarah Singkat Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Situbondo. 

Dengan berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan UUD No.12 Tahun 2008 tentang perubahan 

kedua atas UUD No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta guna 

pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah, maka dibentuklah suatu dinas 

pemerintahan di daerah tersebut. Sesuai dengan dengan pemerintah daerah yang 

mana pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki kewenangan yang luas, nyata 

dan bertanggung jawab untuk melakukan penataan kelembagaan perangkat 

daerah. Oleh sebab itu dibentuklah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Situbondo oleh pemerintah daerah Kabupaten Situbondo. 

  Pada awalnya Dinas Pengelolaan Daerah disebut Dinas Pendapatan 

Daerah kemudian bergabung dengan Dinas Keuangan dan menjadi Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah dengan bergabungnya Dinas Pendapatan dan 

Dinas Keuangan. Sejak itu maka disebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Situbondo, tersebut kinerja 

pemerintah daerah tidak akan sulit menjalankan tugasnya.  

  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Situbondo sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja perangkat 

kabupaten situbondo,dinas daerah kabupaten situbondo. Maka diperlukan 

kewenagan yang luas dan bertanggung jawab dalam menggali sumber pendapatan 

daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Situbondo dalam menangani seluruh pendapatan daerah 

yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.  
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3.1.1  Kedudukan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Situbondo  

a. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Situbondo merupakan unsur pelaksana    Pemerintah Daerah di bidang 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

b.  Dinas Pendapatan, pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Seketaris Daerah. 

c. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam 

melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi di bina dan 

dikordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 

 

3.1.2 Tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Situbondo 

 Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai 

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewnangan di bidang pendapatan, 

pengelola keuangan dan aset daerah. 

 

3.1.3 Fungsi Dinas Pendapatan Pengelola, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Situbondo 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan 

aset adaerah; 

b. Penyusun program di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset 

daerah; 

c. Penyusun dan pelaksanaan kebijakan pengelola APBD; 

d. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapka dengan 

Peraturan Daerah; 

e. Penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban 

pelaksanaan APBD; 
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f. Penyusunan  kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Perkotaan atau Pedesaan; 

g. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah; 

h. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 

i. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana; 

j. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan, 

pengelola keuangan dan aset daerah; 

k. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pendapatan, 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 

l. Pengelola urusan ketatausahaan; 

m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan 

n. Pelaksanaan tugas kedinasannlain yang diberikan oleh Bupati. 

3.2 Visi dan Misi DPPKAD Situbondo. 

3.2.1 Visi Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Situbondo. 

Visi merupakan gambaran rencana mengenai masa depan yang mana 

menjelaskan tentang tujuan atau komitmen tanpa ada rasa keterpaksaan yang 

diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan 

sehingga tercipta efektif dan efisien serta didukung oleh partisipasi aktif 

masyarakat. 

Berikut ini adalah visi kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Situbondo, yaitu “ Menjadi Pengelola 

Keuangan dan Kekayaan Daerah Yang Dipercaya dan Dibanggakan Menuju 

Masyarakat Situbondo Yang Beriman, Berkesejahteraan dan Berkeadilan ” 
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3.2.2 Misi Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Situbondo. 

 Misi adalah suatu pelaksanakan yang harus dilakukan oleh Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo yang 

sesuai dengan visi yang telah direncanakan dan ditetapakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Situbondo yang akan dilaksanakan dengan baik.  

 Berikut misi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Situbondo, yaitu: 

a. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengoptimalkan sumber 

pendapatan asli daerah; 

b. Mengelola keuangan daerah secara transparan, tidak boros, kebutuhan, anggaran 

berdasarkan kinerja (Performance Budget) serta mengalokasikan keuangan secara 

tepat sesuai arah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 

sehingga dapat memberikn  nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi kepentingan 

masyarakat; 

c. Mengelola dan menatausahakan barang milik/ atau kekayaan daerah (Aset 

Daerah) untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna; 

d. Meningkatkan kemampuan kinerja aparatur melalui peningkatan SDM.  

3.3 Struktur Organisasi Kantor DPPKAD Kabupaten Situbondo. 

Struktur Organisasi merupakan suatu kerangka kerja yang menunjukan 

segenap fungsi serta berbagai wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai 

suatu organisasi yang baik, strukutur organisasi bagi instansi mutlak diperlukan.  

Stukrur Organisasi dikatakan dapat berjalan baik atau efektif apabila didalam 

organisasi tersebut didorong suatu tujuan yang jelas, pembagian tugas, delegasi 

kekuasaan, dan koordinasi yang baik antar tenaga kerja satu dan yang lainnya. 
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Hal-hal itu dibentuk untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan 

dan tanggung jawab. Pada dasarnya dalam struktur organisasi dapat kita peroleh 

gambaran tentang: 

a. Besarnya organisasi termasuk pembagian isinya dalam satuan-satuan 

organisasi. Maksudnya adalah setiap bidang bertanggung jawab atas tugas 

yang diberikan kepada setiap bidang tersebut. 

b. Cabang-cabang perusahaan dan tanggung jawab dari puncak pimpinan 

sampai kebawah begitupun sebaliknya serta hubungan – hubungan yang ada 

antara satuan- satuan organisasi tersebut dan bila perlu berikut nama jabatan, 

tingkat pangkatnya. 

Struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo adalah struktur organisasi garis. 

Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing- 

masing bagian. Struktur organisasi digambarkan dalam bentuk pyramid dimana 

kekuasaan tertinggi di pegang oleh pimpinan atau kepala Dinas 

Adapun struktur organisasi Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Situbondo dapat digambarkan sebagai 

berikut; 

 

 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


26 
 

STRUKTUR ORGANISASI 

Dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah 

Kabupaten Situbondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah situbondo  

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Situbondo, 

Tahun 2015 
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Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

terdiri dari : 

a. Kepala Dinas.  

b. Sekretariat, membawahi : 

1) Sub Bagian Umum; 

2) Sub Bagian Keuangan; dan 

3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bidang Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya, membawahi : 

1) Seksi Pendataan Pajak dan Pendapatan Daerah Lain ; 

2) Seksi Penetapan Keberatan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya ; dan 

3) Seksi Penagihan Pelaporan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya.  

d. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, membawahi : 

1) Seksi Pendataan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB ; 

2) Seksi Penetapan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB ; dan 

3) Seksi Penagihan dan Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB. 

e. Bidang Aset Daerah, membawahi : 

1) Seksi Analisa dan Kebutuhan ; 

2) Seksi Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan ; dan 

3) Seksi Inventarisasi dan Pengapusan. 

f. Bidang Anggaran, membawahi : 

1) Seksi Penyusunan Anggaran; 

2) Seksi Belanja Hiba Bansos dan Bantuan Keuangan ; dan 

3) Seksi Pembiayaan dan Pembinaan Administrasi Keuangan. 

g. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan,  membawahi : 

1) Seksi Perbendaharaan;  

2) Seksi Belanja Pegawai dan Dana Transfer ; dan 

3) Seksi Akuntansi. 
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h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.  

i. Kelompok Jabatan Fungsional.  

 

3.3.1 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah terdiri dari : 

a. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan 

pengendalian dalam  penyelenggaraan  kegiatan di bidang Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

 

b. Sekretariat  

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi 

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan 

administratif  kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.  

 

Adapun fungsi Sekretariat meliputi: 

1) Pelaksanaan tata usaha kantor, pelengkapan, urusan rumah tangga dinas, 

dan administrasi di lingkungan Dinas; 

2) Penyusunan rencana kegiatan tahunan SKPD/SKPKD; 

3) Pengkordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas 

bidang secara terpadu; 

4) Penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu; 

5) Pelakasanaan urusan keuangan; 

6) Pelaksanaan urusan umum; 

7) Pelaksanaan urusan kepegawaian; 

8) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

9) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Dinas; dan 

10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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Sekretariat tersebut terdiri dari; 

a) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum, Sub 

Bagian Umum menyelenggarakan funsi sebagai berikut: 

(1) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas; 

(2) Pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang termasuk benda berharga 

dan perbekalan; 

(3) Pelaksanaan urusan surat-menyurat; 

(4) Pencatatan dan pelaporan barang inventaris; 

(5) Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dinas; 

(6) Pembuatan laporan inventarisasi barang(aset) Dinas; 

(7) Penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi 

pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut 

Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut 

kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, 

pengangkatan dan pemberhentian pegawai; 

(8) Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;; 

(9) Penyusunan laporan kepegawaian; 

(10) Pelaksanaan ketatausahaan; 

(11) Pelaporan hasil pelaksanaan tugaasnya kepada Sekretaris; dan 

(12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

b) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi 

keuangan Dinas, adapun fungsinya: 

(1) Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas; 

(2) Pelaksanaan pembayaran gaji pegawai; 

(3) Penyusunan laporan keuangan SKPKD; 

(4) Penyusunan laporan realisasi semesteran; 

(5) Pelaksanaan ketatausahaan; 

(6) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan 
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(7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dibeikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 

perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. Adapun fungsinya yaitu: 

(1) Penyusunan Rencana Strategi Dinas dibidang pendapatan, 

pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

(2) Pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan 

kegiatan; 

(3) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas; 

(4) Penyusunan RKA dan DPA SKPD; 

(5) Penyusnan LAKIP Dinas; 

(6) Penyusunan RKBU dan RKPBU Dinas; 

(7) Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas; 

(8) Penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa; 

(9) Penyusunan laporan kegiatan pengadaaan barang/jasa; 

(10) Pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan dians; 

(11) Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka peningkatan 

sumber daya manusia diinternal dinas; 

(12) Penyiapan penetapan PPTK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 

Pejabat Pengadaan Barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

(PPHP); 

(13) Penyelenggaraan sistem pengendalia intern dinas; 

(14) Pelaksanaan budaya kerja dinas; 

(15) Pelaksanaan ketatausahaan; 

(16) Pelaporan hadil pelaksaan tugasnya kepada Sekretaris; dan 

(17) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretris 

sesusin dengan tugas dan fungsinya. 
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c. Bidang pajak dan pendapatan daerah lain 

Bidang pajak dan pendapatan daerah laian mempunyai tugas membantu 

Kepala Dinas  dalam melaksanakan tugas Dinas pendapatan, Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah di bidang Pendapatan Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB. 

Adapun fungsi bidang ini meliputi: 

1) Perumusan kebijakan pengelola pendapatan pajak  selain PBB-P2 dan 

BPHTB dan pendapatan daerah lainnya; 

2) Pelaksanaan pendataan, penetapan, penagihan, pembinaan, pengendalian 

dan pengevaluasian administrasi pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB 

serta pendapatn daerah lainny; 

3) Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat 

Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD); 

4) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan 

Retribusi Daerah (SKRD); 

5) Pelayanan pengaduan kebeatan pajak daerah dan pendapatan daerah selain  

PBB-P2 dan BPHTB, retribusi daerah; 

6) Pelaksanaan penagihan dengan surat peingatan, surat teguran serta  surat 

tagihan paksa; 

7) Penyusunan pelaporan pendapatan daerah selain PBB-P2 dan BPHTB; 

8) Penyusunan laporan pendapatann  daearah; 

9) Penyusunan laporan piutang pendapatan daerah selain PBB-P2 dan 

BPHTB, retribusi daerah; 

10) Penyusunan usulan pengahpusan piutang pajak daerah selain PBB-P2 dan 

BPHTB serta retribusi daerah; 

11) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi pajak daerah selain PBB-P2 dan 

BPHTB serta retribus daerah; 

12) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

13) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan 

14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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Bidang ini terdiri dari: 

a) Seksi Pendataan Pajak dan Pendapatan Daerah Lain 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pajak dan 

Pendapatan Daerah Lain di bidang pendataan pajak dan pendapatan daerah lain. 

 Adapun fungsinya meliputi: 

(1) Penyiapan rancangan petunjuk teknis Pendataan Pajak dan Pendapatan 

Daerah Lainnya; 

(2) Penyusunan data potensi pajak daerah dan pendapatan daerah selain PBB-

P2 dan BPHTB, retribusi daerah;  

(3) Pelaksanaan pendataan wajib pajak selain PBB-P2 Dan BPHTB ,dan 

Wajib  Retribusi Daerah; 

(4) Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak selain PBB-P2 dan BPHTB dan 

Wajib Retribusi Daerah; 

(5) Penyiapan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat 

Pemberitahuan Retribusi Daerah(SPTRD); 

(6) Pelaksanaan validasi data sumber-sumber pendapatan pajak selain PBB-P2 

dan BPHTB dan rretribusi daerah serta sumber pendapatan lainnya; 

(7) Penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak selain PBB-P2 dan BPHTH dan 

Retribusi Daerah (NPWP/RD); 

(8) Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selain PBB-P2 

dan BPHTB kepada wajib pajak; 

(9)  Penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) kepada 

wajib retribusi daerah; 

(10) Pelaksanaan ketatausahaan; 

(11) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Bidang Pajak dan 

Pendapatan Daerah lain; dan 

(12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pajak dan Pendapatan Daerah Lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.  
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b) Seksi penetapan keberatan pajak lain pendapatn Daerah lain 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pajak dan Pendapatan 

Daerah Lain di bidan penetapan keberatan pajak dan pendapatan daerah lain.  

Fungsinya antara lain: 

(1) Penyiapan petunjuk teknis penetapan pajak selain PBB-P2 dan BPHTB & 

retribusi daerah; 

(2) Penyiapan penerbitan ketetapan pajak selain PBB-P2 dan BPHTB dan 

retribusi daerah; 

(3) Penerbitan Daftar SKPD dan SKRD; 

(4) Pelayanan verifikasi SKPD/SKRD; 

(5) Pelayanan pengaduan keberatan pajak selain PBB-P2 dan BPHTB 

&retribusi daerah; 

(6) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi pajak daerah selain PBB-P2 dan 

BPHTB serta retribusi daerah; 

(7) Pelaksanaan ketatausahaan; 

(8) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pajak dan 

Pendapatan Daerah Lainnya; 

(9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pajak dan Pendapatan Daerah Lain sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

 

c) Seksi Penagihan Pelaporan Pajak dan Pendapatan Daerah Lain 

 Bertugas di bidang pajak dan pendapatan daerah lain di bidang penagihan 

pelaporan pajak dan pendapatan daerah lain.  

Adapun fungsinya:  

(1) Penyiapan pedoman teknis penagihan dan pelaporan pajak selain PBB-P2 

dan BPHTB dan retribusi daerah; 

(2) Pelaksanaan sosialisasi pajak selain PBB-P2 dan BPHTB dan retribusi 

daerah; 

(3) Pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah; 

(4) Pendistribusian SKPD/SKRD; 
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(5) Pelaksanaan penagihan pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB dan 

retribus daerah dengan surat peringatan, surat teguran serta surat tagihan 

paksa; 

(6) Penyiapan usulan penghapusan piutang pajak daerah selain PBB-P2 dab 

BPHTB serta retribusi daerah; 

(7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak selain PBB-P2 dan BPHTB 

dan retribusi daerah; 

(8) Pelaksanaan ketatausahaan; 

(9) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pajak dan 

Pendapatan Daerah Lain; dan 

(10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dibeikan oleh Kepala Bidang 

Pajak dan Pendapatan Daerah Lain sesuai tugas dan fungsinya. 

 

 

d) Bidang PBB-P2 dan BPHTB 

Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

dalam melaksanakan tugas Dinas  Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerha di bidang menyiapkan bahan peumusan kebijakan dan pelaksanaan 

pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan (BPHTB). 

Adapun fungsinya: 

(1) Penyiapan bahan perumuan kebijakan pemungutan dan pengelolaan PBB-

P2 dan BPHTB; 

(2) Penyusunan pedoman pelaksanaan tentang PBB-P2 dan BPHTB; 

(3) Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB; 

(4) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan 

pemungutan dan administrasi PBB-P2 dan BPHTB; 

(5) Pelayanan pengaduan keberatan PBB-P2 dan BPHTB; 

(6) Pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB dengan surat peringatan, 

surat teguran serta surat tagihan paksa; 

(7) Penyusunan laporan PBB-P2 dan BPHTB; 

(8) Penyusunan laporan piutang PBB-P2 dan BPHTB; 
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(9) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB; 

(10) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

(11) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan 

(12) Pelaksanaan tugas kedinassan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

a. Seksi pendataan penilaian PBB-P2 dan BPHTB 

Seksi pendataan penilaian PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Bidang PBB-P2 dan BPHTB di bidang 

melaksanakan pendataan, penilaian PBB-P2 dan BPHTB; 

Adapun fungsinya: 

1) Penyiapan pdoman tehnis pendataan dan penilaian PBB-P2 dan BPHTB; 

2) Pelaksanaan koordinasi pendataan dan penilaian PBB-P2 dan BPHTB; 

3) Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak, PBB-P22 dan BPHTB; 

4) Pelaksanaan pendataan wajib pajak, PBB-P2 dan BPHTB; 

5) Pelaksanaan penilaian terhadap obyek PBB-P2 dan BPHTB; 

6) Pelaksanaan pendistribusian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP); 

7) Penyusunan data potensi PBB-P2 dan BPHTB; 

8) Pelaksanaan validasi PBB-P2 dan BPHTB; 

9) Pelaksanaan ketatausahaan; 

10) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang PBBP2 dan 

BPHTB; dan 

11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepal Bidang PBBP2 

dan BPHTB sesuai tugas dan fungsinya. 

 

b. Seksi penetapan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB 

Seksi Penetapan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Bidang PBB-P2 DAN bphtb di bidang Pentapan dan 

Keberatan PBB-P2 dan BPHTB. 

Adapun funsinya: 

1) Penyiapan pedoman teknis penetapan dan keberatan PBB-P2 dan BPHTB; 

2) Penetapan PBB-P2 dan BPHTB; 
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3) Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak 

PBB-P2; 

4) Penetapan Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB-P2; 

5) Penerbitan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada wajib pajak BPHTB; 

6) Penerbitan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP); 

7) Penerbitan Surat Tanda Terima Setoran (STTS); 

8) Pelayanan pengaduan keberatan PBB-P2 dan BPHTB; 

9) Pelaksanaan ketatausahaan; 

10) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan 

BPHTB; 

11) Pelaksanaan tugas kedinassan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PBB-

P2 dan BPHTB sesuai tugas dan fungsinya. 

 

c. Seksi Penagihan dan Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB 

Seksi Penagihan dan Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Bidang PBB-P2 dan BPHTB di bidang Penagihan 

dan Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB 

Adapun fungsinya: 

1) Penyiapan pedoman teknis penagihan dan pelaporan PBB-P2 dan BPTB; 

2) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB; 

3) Pelaporan realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB; 

4) Pendistribusian SPPT, DHKP, STTS dan TTS; 

5) Pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB dengan surat peringatan, surat 

teguran serta surat atgihan paksa; 

6) Penyusunan laporan PBB-P2 dan BPHTB; 

7) Penyusunan laporan piutang PBB-P2 dan BPHTB; 

8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PBB-P2 dan BPHTB; 

9) Pelaksanaan ketatausahaan; 

10) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan 

BPHTB; 
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11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PBB-P2 

dan BPHTB sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

BIDANG ASET DAERAH 

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

melaksanakan tugas Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di 

bidang pengelolaan barang milik daerah. 

Adapun fungsinya: 

a. Perumusan dan penyusunan penggunaaan, pemanfaatan barang milik daerah: 

b. Perumusan dan penyusunan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah 

tanganan tanah dan bangunan; 

c. Perumusan dan menyusun kebijakan pengamanan barng milik daerah; 

d. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi pengelolaan barang milik daerah; 

e. Penyusunan rencana kebutuhan barng milik daerah; 

f. Penyusunan standar satuan harga barang kebutuhan barng milik daerah; 

g. Penyusunan standar satuan harga barang kebutuhan barang milik daerah; 

h. Pengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada 

pada masing-masing SKPD; 

i. Pengaturan pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan 

barang milik daerah; 

j. Pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; 

k. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah; 

l. Pembrian bahan pertimbangan tuntuatan ganti rugi kpada majelis 

perimbangan TGR; 

m. Penyusunan laporan barang milik daerah; 

n. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

o. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan 

p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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a. Seksi analisa dan kebutuhan 

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Aset Daerah melaksanakan 

perencanaan 

kebutuhan barang milik daerah 

Adapun fungsinya: 

1) Pengusulan penetapan pengurus dan penyimpan barang milik daerah; 

2) Penyusunan Rencana Kebbutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana 

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; 

3) Penyusunan analisa kebutuhan barang milik daerah; 

4) Penyusunan standar harga satuan barang milik daerah; 

5) Penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kerja aparatur di lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

6) Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah; 

7) Pelaksanaan ketatausahaan; 

8) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Aset Daerah; 

dan 

9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset 

Daerah sesuai tugas dan fungsinya. 

 

b. Seksi pemanfaatan, Pemeliharaan dan pengamanan 

Tugas Bidang Aset Daerah ini yaitu melaksanakan upaya pemanfaatan, 

pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah. 

Adapun fungsinya: 

1) Penyusunan kebijakan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan barang 

milik daerah; 

2) Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan barang 

milik daerah; 

3) Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan barang 

milik daerah; 

4) Pelaksanaan penertiban pemanfaatan barang milik daerah; 
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5) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah; 

6) Penyiapan barang Tuntuatan Ganti Rugi pemasalahan barang milik daerah; 

7) Pelaksanaan ketatausahaan; 

8) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Aset Daerah; 

dan  

9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset 

Daerah sesuai tugas dan fungsinya. 

 

c. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan 

Seksi Inventarisasi dan Penghapusan  mempunyai tugas  melaksanakan 

seagian tugas Bidang Aset Daerah melksanakan kegiatan inventarisasi dan 

penghapusan barang milik daerah. 

Adapun fungsinya: 

1) Pelaksanaan pendataan dan pencatatan barang milik daerah; 

2) Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah; 

3) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi pengelolaan barang milik daerah; 

4) Pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah; 

5) Pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; 

6) Penyususan laporan barang milik daerah; 

7) Pelaksanaan ketatausahaan; 

8) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya  kepada Kepala Bidang Aset Daerah; 

dan 

9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset 

Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

BIDANG ANGGARAN 

Bidang anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

melaksanakan tugas Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di 

bidang penganggaran. 

Adapun fungsinya: 

a. Penyusunan kebijakan pedoman penyusunan APBD; 
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b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

d. Pelaksanaan pembahasn penyusunan RKA-SKPD,RKA-PPKD dan RKA 

Perubahan –SKPD, RKA Perubahan-PPKD; 

e. Pelaksanaan pembahasan penyusunan DPA-SKPD, DPA-PPKD dan DPPA-

SKPD,DPPA-PPKD; 

f. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan 

daerah; 

g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan peraaturan daerah tentang 

investasi daerah; 

h. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang dana cadangan; 

i. Penyusunan rancangan RKA-PPKD; 

j. Penyusunan rancangan DPA-PPKD; 

k. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

l. Pelaporan hasil pelaksanakan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan 

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

a. Seksi Penyusunan Anggaran 

Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Bidang Anggaran di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daearah. 

Adapun fungsinya: 

1) Penyiapan penyusunan kebijakan pedoman penyusunan APBD; 

2) Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan PAPBD; 

3) Penyiapan rancangan peraturan bupati tentang Penjabaran APBD dan 

Penjabaran PAPBD; 

4) Pelaksanaan pembahasan penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RKA 

Perubahan-SKPD, RKA Perubahan- PPKD; 
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5) Pelaksanaan pembahasan penyusunan DPA-SKPD, DPA-PPKD dan DPPA-

PPKD, DPPA-PPKD; 

6) Pelaksanaan ketatausahaan; 

7) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Anggaran; dan 

8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

b. Seksi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan 

Seksi belanja hibah, bantuan sosial dan Bantuan Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran di bidang anggaran belanja hibah, 

bantuan sosial dan bantuan keuangan. 

Adapun fungsinya: 

1) Penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan penyusunan anggaran, 

penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah, bantuan 

sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; 

2)  Penyusunan rancangan RKA/RKAP PPKD; 

3) Penyusunan rancangan DPA/DPPA PPKD; 

4) Penatausahaan belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja 

tidak terduga; 

5) Pelaksanaan ketatausahaan; 

6) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Anggaran; 

7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

c. Seksi pembiayaan dan Pembinaan Administrasi Keuangan 

Seksi pembiayaan keuangan dan pembinaan Administrasi Keuangan 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran di bidang 

pelaksanaan APBD serta pembiayaan. 

Adapun fungsinya: 

1) Penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan pengelolaan pembiayaan; 

2) Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelola keuangan daerah; 
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3) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 

investasi daerah; 

4) Penyusunan  rancangan peraturan daerah tentang dana cadangan; 

5) Pelaksanaan ketatausahaan; 

6) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya  kepada Kepala Bidang Anggaran; dan 

7) Pelaksanaan ugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Anggaran ssuai dengan tugass dan fungssinya. 

 

BIDANG AKUNTANSI DAN KEBENDAHARAAN 

Bidang akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas membantu 

Kepala Dinas dalam melaksanak tugas  Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah di bidang Akuntansi dan Perbendaharaan. 

Adapun fungsi dari bidang akuntansi, meliputi: 

a. Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 

b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistem peneimaan dan pengeluaran 

kas daerah; 

c. Penyiapan suart penyedian dana; 

d. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah; 

e. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

f. Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

g. Pengusulan penetapan pngguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; 

h. Pengusulan penetapan bendahara penerimaan/bendahara penerimaan 

pembantu dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu; 

i. Penyajian informasi keuangan daerah; 

j. Penyusunan daftar dan realisasi gaji serta tunjangan PNSD; 

k. Penyusunan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji bagi 

PNSD yang pensiun dan yang mutasi keluar daerah; 

l. Penyusunan laporan realisasi dan transfer; 

m. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 
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n. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan 

o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

a. Seksi Perbendaharaan 

Seksi perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang 

akuntansi dan perbendaharaan di bidang memantau pelaksanaan penerimaan dan 

pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah. 

Adapun fungsinya: 

1) Penyiapan anggaran kas; 

2) Penyiapan Surat Penyediaan Dana(SPD); 

3) Penyiapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 

4) Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

5) Pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan 

investasi daerah jangka pendek; 

6) Penyusunan Besaran Uang Persediaan SKPD; 

7) Penyusunan lapoan posisi kas harian (LPKH) BUD; 

8) Penyusunan laporan penerimaan dan penyetoran pajak pusat; 

9) Penerimaan bukti setoran kas daerah; 

10) Penyiapan penetapan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; 

11) Penyiapan penetapan bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu 

dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu; 

12) Penyiapan bahan pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tututan ganti 

rugi; 

13) Pelaksanaan pemberian/penerimaan pinjaman atas nama pemerintah daerah; 

14) Pelaksanaan ketatausahaan; 

15) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Akuntansi dan 

Perbendaharaan; dan 

16) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Akuntasi dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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b. Seksi belanja pegawai dan dana transfer 

Seksi belanja pegawai dan dana transfer mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan menyusun daftar dan 

laporan realisasi gaji PNSD, tambah penghasilan PNSD serta laporan realisasi 

dana transfer. 

Adapun fungsinya: 

1) Penyusunan daftar gaji pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); 

2) Penyusunan laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjanngan PNSD; 

3) Penyusunan laporan setoran/potongan PFK atas gaji dan tunjangan PNSD; 

4) Penyusunan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji bagi 

PNSD yang pensin dan yang mutasi keluar daerah; 

5) Penyusunan laporan realisasi pembayaran tambahan pengahsilan PNSD; 

6) Penyusunan realisasi dana transfer; 

7) Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan realisasi dana transfer; 

8) Pelaksanaan ketatausahaan; 

9) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Akuntansi, 

Perbendaharaan dan Aset; dan 

10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dibeikan oleh Kepala Bidang 

Akuntansi, Perbendaharaan dan Aset sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

c. Seksi akuntansi 

Seksi akuntasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang 

Akuntansi dan Perbendaharaan melaksanakan penyusunan laporan keuangan 

daerah dalam ranka pertanggung  jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

Adapun fungsinya: 

1) Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah; 

2) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

3) Penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran 

peranggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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4) Penyusunan laporan Dana Tugas pembantuan; 

5) Pelaksanaan rekonsiliasi SPJ Fungsional SKPD; 

6) Pelaksanaan ketatausahaan; 

7) Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang AKUNTANSI, 

Perbendaharaan dan Aset; dan 

8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Akuntansi, Perbendaharaan dan Aset sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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BAB 4 PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Praktek kerja nyata merupakan salah satu syarat kelulusan untuk 

memperoleh gelar Ahli madya ( A.Md) khususnya di bidang perpajakan.dengan 

adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa di akhir semester wajib 

melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau Magang apabila mahasiswa telah 

menyelesaikan minimal 100 sks dari jumlah total 114 sks yang harus 

terselesaikan. 

 Pelaksanaan Praktek Kreja nyata dapat dilaksanakn di perusahaan milik 

Negara atau perusahan swasta,  dengan syarat adanya persetujuan dari instansi 

yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum 

dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan. 

 Praktek Kerja Nyata yang akan dilakukan, melalui beberapa tahapan, 

antara lain: 

a. Pembekalan  

Tahap awal untuk Praktek Kerja Nyata, mahasiswa mengikuti pembekalan 

yang diberikan oleh pihak fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek 

Kerja Nyata dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan Praktek Kerja Nyata. 

Pembekalan wajib dilakukan dan diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakn 

Praktek Kerja Nyata. 

b. Penentuan lokasi Praktek Kerja Nyata 

Mahasiswa  yang telah memenuhi syarat  untuk mengikut Praktek Kerja Nyata 

berhak untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi magang yang diinginkan 

lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain BUMN, BUMS, BUMD dan 

Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata 

diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dimana 

selanjutnya mahasiswaa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata. 
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c. Observasi 

Observasi di lokasi Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakn seblum 

memberikan proposal kepada instansi, apabila instansi bersedian menerima, maka 

selanjutnya memerikan poposalk dan surat pengantar peromhonan magang dari 

fakultas kepada instansi. 

d. Surat balasan  

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi telah 

menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak 

fakultas di bagian Prodi D3 Perpajakan; 

e. Melaksanakan praktek Kerja Nyata pada instansi atau perusahaan yanng 

dimaksud. 

4.2 Lokasi Dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di bidang Pajak Bumi dan Bangunan 

yang bertempat pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelola, Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Situbondo yang beralamatkan jalan PB. Sudirman No. 01 

Situbondo. 

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal pelaksanan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas yaitu 

dimulai dari tanggal 16 februari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015. 

Adapun kegiatan praktek kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam 

kerja di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Situbondo.   
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Tabel 4.1 Hari kerja dan jam kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan, 

Pengelola, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo. 

            

Hari Kerja     Jam Kerja 

            

Senin s/d Kamis    07.00 - 16.00 WIB    

Istirahat     12.00 – 13.00 WIB 

Jum’at      06.30  - 11.00 WIB 

Sabtu dan minggu libur   Libur 

            

 Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu 

dengan mengamati dan ikut berpatisipasi atau melibatkan diri langsung dalam 

kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dilakukan juga 

menggunakan metode interview atau dengan mengadakan komunikasi tanya 

jawab langsung dengan pihak yangb bersangkutan khususnya dalam mengenai 

pajak bumi dan bangunan. Selain itu juga tidak lepas dari beberapa panduan 

berupa buku-buku, Undang- Undang Perpajakan khususnya tentang Pajak Daerah. 

4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

4.3.1 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

 Selama pelaksanaa Praktek Kerja Nayata (PKN), penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Situbondo yang dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut ini: 
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Tabel 4.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata 

Waktu 
pelaksanaan 

kegiatan hasil Penanggung 
jawab 

a b C d 
Senin, 16 
Februari 
2015 

1. Penulis menemui Pak Subhan 

menyampaikan bahwa sudah 

mulai magang setelah itu 

menemui Pak Zainullah 

sebagai kasie pendataan dan 

penilaian dan diberikan tugas 

untuk membantu di bagian 

pendataan dan penilaian PBB- 

P2 

2. Pengenalan di bagian 

pendataan dan penilaian 

3. Penulisan penilaian SPOP dan 

LSOP 

1. Penulis diterima 

untuk Praktek Kerja 

Nyata dan  

mendapatkan tempat 

magang di bagian 

PBB P-2 dan BPHT 

 

2. Mengetahui nama staf 

dan lingkungan kantor 

3. Mengetahui alur  

penilaian SPOP  dan 

LSOP 

1. Pak Subhan 

Staf di 

bagian TU 

 

 

 

 

2. Pak Zainullah  

Kasie 

Pendataan 

3. Pak  Erwin 

Staf bagian 

Pendataan dan 

Penilaian 

Selasa, 17 
Febuari 
2015 

1. Pendataan wajib pajak 

permohonan data objek 

pajak baru 

 

 

2. Mengentri wajib pajak 

mengajukan tunggakan 

PBB-P2 2011-1015 

3. Setempel Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Terutang 

1. Mengetahui tata cara 

pendaftaran wajib 

pajak yang 

memohon data objek 

pajak baru 

2. Mengerti cara 

mengentri data 

 

3. Mengerti cara 

pembuatan surat 

Pemberitahuan 

Pajak Terutang 

1. Pak Budi Staf 

bagian 

Pendataan dan 

Penilaian 

 

2. Pak Bagus 

Staf bagian 

Pendataan dan 

Penilaian  

3. Pak Budi Staf 

bagian 

Pendataan dan 

Penilaian 

Rabu, 18 
Februari 

2015 
 
 

1. Mengentri wajib pajak 

mengajukan tunggakan 

PBB-P2 2011-1015 

1. Mengerti cara 

mengentri data 

 

1. Pak Bagus Staf 

Pendataan 

dan Penilaian 
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a                        b                  c        D 

 2.  Penulisan penilaian SPOP 

dan LSOP 

 

2 Mengerti cara 

pembuatan surat 

Pemberitahuan 

Pajak Terutang 

2. Pak  Erwin 

Staf bagian 

Pendataan dan 

 Penilaian 

Kamis, 19 
Februari 
2015 

Libur Tanggal Merah - - 

Jum’at 20 
Februari 
2015 

Izin Pembekalan PKN - - 

Senin, 23 
Februari 
2015 

1. Pendataan wajib pajak 

permohonan data objek pajak 

baru 

 

2. Mengentri wajib pajak yang 

mengajukan tunggakan PBB-

P2 tahun 2011-2015 

1. Mengetahui tata cara 

pendaftaran wajib 

pajak yang memohon 

data objek pajak baru 

2. Mengetahui tata cara 

wajib pajak 

mengajukan 

tunggakan 

 

1. Pak Budi Staf 

bagian 

Pendataan dan 

Penilaian 

 

2. Pak Ilham Staf 

bagian 

Penetapan dan 

Keberatan 

Selasa, 24 
Februari 
2015 

1. Pendataan wajib pajak 

permohonan data objek pajak 

baru 

 

2. Mengentri wajib pajak yang 

mengajukan tunggakan PBB-

P2 tahun 2011-2015 

 

3. Mengoreksi SPOP dan LSOP 

dari notaris dan menyalin ke 

buku  

 

1. Mengetahui tata cara 

pendaftaran wajib 

pajak yang memohon 

data objek pajak baru 

2. Mengetahui tata cara 

wajib pajak 

mengajukan 

tunggakan 

3. Mengerti pembenaran 

SPOP dan LSOP  

1. Pak Budi Staf 

bagian 

Pendataan dan 

Penilaian  

 

2. Pak Bagus 

Staf bagian 

Pendataan dan 

Penilaian  

3. Pak Dodik 

Staf Bagian 

Penagihan dan 

Pelaporan 
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a b c d 

Rabu, 25 
Februari 
2015  

1. Membantu pencetakan Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak 

 

2. Membantu mengentri data 

dari kelurahan, dan kecamatan 

 
 

3. Membuat surat Pangkat 

golongan untuk gaji  

 

1. Mengerti cara 

percetakan SPOP 

 

2. Memahami proses 

pengentrian 

 
 

3. Mengerti cara 

pemuatan yang baik 

dan benar 

1. Bu Ratri Staf 

Penetapan dan 

Keberatan 

2. Pak Dodik  

Staf 

Penagihan dan  

Pelaporan 

3. Pak Hardono 

Kasie 

Penagihan dan 

Pelaporan 

Kamis, 26 
Februari 
2015  

1. Mengentri data surat 

pemberitahuan objek pajak 

dan lampiran surat 

pemberitahuan objek pajak 

2. Pencetakan Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak 

1. Menegetahui sistim 

yang digunakan 

untuk mengentri data 

 

2.Mengerti cara 

percetakan SPOP 

1. Pak Ilham Staf 

bagian 

Penetapan dan 

Keberatan 

2. Pak Manan 

Staf bagian 

Pendataan dan 

Penilaian 

Jum’at, 27 
Februari 
2015 

1. Mengentri wajib pajak yang 

mengajukan tunggakan PBB-

P2 tahun 2011-2015 

 

2. Setempel Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Terutang 

 

1. Mengetahui tata cara 

wajib pajak 

mengajukan 

tunggakan 

2. Mengerti cara 

pembuatan surat 

Pemberitahuan 

Pajak Terutang 

1. Pak Bagus 

Staf bagian 

Pendataan dan 

Penilaian 

2. Pak Budi Staf 

bagian 

Pendataan dan 

Penilaian 

Senin, 2 
Maret 2015 
 
 
 
 
 

1. Mengentri wajib pajak yang 

mengajukan tunggakan PBB-

P2 tahun 2011-2015 

 

1. Mengetahui tata cara 

wajib pajak 

mengajukan 

tunggakan 

1. Pak Bagus 

Staf bagian 

Pendataan dan 

Penilaian 
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a b c d 

 2. Konsultasi kepada Pak 

Zainullah (Kasie Pendataan 

PBB-P2)  mengenai 

pendaftaran PBB-P2 

2. Mengetahui Prosedur 

Pendaftaran di 

DPPKAD 

 

2. Pak Zainullah 

Kasie 

Pendataan dan 

penilaian 

 

Selasa, 3 
Maret 2015 

1. Pencetakan Daftar himpunan 

ketetapan pajak (DHKP) 

 

 

2. Pencetakan Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak 

3. Mengentri wajib pajak yang 

mengajukan tunggakan 

PBB-P2 tahun 2011-2015 

1. Mengerti cara 

mencetak daftar 

himpunan ketetapan 

pajak 

2. Mengerti cara 

percetakan SPOP 

3. Mengetahui tata cara 

wajib pajak 

mengajukan 

tunggakan 

1. Pak Manan 

Staf bagian 

Pendataan dan 

Penilaian 

2. Pak Manan 

Staf bagian 

Pendataan dan 

Penilaian 

3. Pak Bagus 

Staf bagian 

Pendataan dan 

Penilaian 

Rabu, 4 
Maret 2015 

1. Pendataan langsung ke 

kelurahan tentang SPOP dan 

STTS 

 

 

 

2. Mencocokkan data wajib 

pajak yang sudah membayar 

yang belum tercover oleh 

Dinas Pendapatan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah 

1. Mengetahui 

bagaimana pendataan 

yang dilakukan oleh 

petugas dalam 

mengoreksi pendataan 

di kelurahan 

2. Mengerti data-data 

wajib pajak yang 

sudah di bayar dan 

mengerti yang belum 

tercover 

 

 

 

1. Pak Dodik 

Staf bagian 

Penagihan dan 

Pelaporan 

 

 

 

2. Pak Dodik 

Staf bagian  

Penagihan dan 

Pelaporan 
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a b c d 

Kamis, 5 
Maret 2015 

1. Mengentri wajib pajak  yang 

mengajukan tunggakan PBB-

P2 tahun 2011-2015 

 

2. Pendataan wajib pajak 

permohonan data objek pajak 

baru 

1. Mengetahui tata cara 

wajib pajak 

mengajukan 

tunggakan 

2. Mengetahui tata cara 

pendaftaran wajib 

pajak yang memohon 

data objek pajak baru 

1. Pak Bagus 

Staf bagian 

Pendataan dan 

Penilaian 

2. Pak Budi Staf 

bagian 

Pendataan dan 

Penilaian 

Jum’at, 6 
Maret 2015 

1. Membantu mengentri data 

dari kelurahan, dan kecamatan 

 

2. Membantu Penataan DHKP 

 

1. Memahami proses 

pengentrian 

 

2. Memahami cara untuk 

Penataan DHKP yang 

benar 

1. Pak Dodik 

Staf bagian 

Penagihan dan 

Pelaporan 

2. Bu Puji Staf 

bagian 

Penetapan dan 

Keberatan 

Senin, 9 
Maret 2015 

1. Pendataan langsung ke 

kelurahan menemui kepala 

desa dan sekretaris desa 

 

 

2. Membantu Penataan DHKP 

 

1. Mengerti cara 

pendataan langsung 

dan penulis menemui 

kepala desa dan 

sekretaris desa 

2. Memahami cara untuk 

Penataan DHKP yang 

benar 

1. Pak Manan 

Staf bagian 

Pendataan dan 

Penilaian 

 

 

2. Bu Puji Staf 

Bagian 

Penetapan dan 

Keberatan 

Selasa, 10 
Maret 2015 
 
 
 
 
 
 

1. Mengentri wajib pajak  yang 

mengajukan tunggakan PBB-

P2 tahun 2011-2015 

 

 

1. Mengetahui tata cara 

wajib pajak 

mengajukan 

tunggakan 

 

1. Pak Bagus 

Staf bagian 

Pendataan dan 

Penilaian 
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 2. Mengentri data surat 

pemberitahuan objek pajak 

dan lampiran surat 

pemberitahuan objek pajak 

3. Pendataan wajib pajak 

permohonan data objek pajak 

baru 

2. Menegetahui sistim 

yang digunakan untuk 

mengentri data 

3. Mengetahui tata cara 

pendaftaran wajib 

pajak yang memohon 

data objek pajak baru 

2. Pak Ilham Staf 

bagian 

Penetapan dan 

Penilaian 

3. Pak Budi Staf 

bagian 

Pendataan dan 

Penilaian 

Rabu, 11 
Maret 2015 

1. Pendataan langsung ke 

kelurahan menemui kepala 

desa dan sekretaris desa 

 

2. Merekap daftar realisasi 

PBBP2 DPPKAD Situbondo 

6 Maret 

 

1. Mengerti cara 

pendataan langsung 

dan menemui kepala 

desa dan sekretaris 

desa 

2. Mengetahui daftar 

realisasi di DPPKAD 

1. Bu Naning 

Staf 

Pendataan 

 

2. Pak Dodik 

Staf 

Penetapan dan 

Keberatan 

Kamis, 12 
Maret 2015 

1. Konsultasi dengan Pak Dodik 

dan Pak Ilham tentang 

Prosedur Pendaftaran, 

Pendataan dan Penilaian PBB-

P2 

2. Meminta data laporan tugas 

akhir Prosedur Pendaftaran, 

Pendataan dan Penilaian PBB-

P2 

1. Memahami sistem 

Pendaftaran, 

Pendataan dan 

Penilaian PBB-P2 

 

2. Mendapatkan data  

yang diperlukan untuk 

tugas akhir 

1. Pak Dodik Staf 

Penetapan dan 

Keberatan 

 

 

2. Pak Budi Staf 

Pendataan dan 

Penetapan 

Jum’at, 13 
Maret 2015  

1. Mengecek arsip-arsip 

Objek Pajak Permohonan 

data baru dan mutasi 

PBB-P2 

1. Mengetahui cara 

pengecekan arsip 

agar tidak terjadi 

salah cetak  

1. Pak Erwin Staf 

Pendataan dan 

Penilaian 
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 2. Menyalin Permohonan data 

baru dari blangko ke buku 

khusus  

2. Memahami 

penyalinan data-data 

ke buku 

2. Pak Erwin 

Staf 

Pendataan dan 

Penialaian 

Senin, 16 
Maret 2015 

1. Membantu mengetri wajib 

pajak yang mengajukan 

tunggakan tahun 2011-2015 

 

 

2. Melakukan pendataan 

langsung ke kelurahan 

ditemani petugas pendataan 

dari dinas pendapatan 

pengelola keuangan dan aset 

daerah 

3. Mengumpulkan data-data 

yang diperlukan dari 

DPPKAD  yang berhubungan 

dengan PBB-P2 

4. Perpisahan kepada para 

karyawan  DPPKAD 

Situbondo yang telah 

menerima penulis untuk 

melaksanakan PKN 

1. Mengetahui secara 

mendalam cara 

mengentri wajib pajak 

yang mengajukan 

tunggakan 

2. Mengetahui 

pendataan langsung 

yang dilakukan oleh 

petugas pendataan 

dan penilaian 

 

3. Mendapatkan data-

data yang akan di 

lampirkan untuk 

Laporan Tugas Akhir 

4. Mendapatkan surat 

keterangan selesai 

magang di DPPKAD 

Situbondo 

1. Pak Ilham Staf 

Pendataan dan 

Penilaian 

 

 

2. Pak Manan 

Staf 

Pendataan dan 

Penilaian 

 

 

 

3. Pak Zainullah 

Kasie 

Pendataan dan 

Penilaian 

4. Pak Anton 

Sujarwo 

Kabid PBB-

P2 

 

4.3.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata 

 Kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan kegiatan 

Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut: 
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a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta 

bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah 

ditentukan; 

b. Meminta blangko judul kebagian akademik untuk selanjutnya menulis 

judul yang telah ditentukan dan disetuji oleh dosen pembibing akademik; 

c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja 

Nyata (PKN) ke akademik; 

d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN). 

4.4 Prosedur Pendaftaran Pendataan dan Penilaian atas Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah 

 Setelah melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis mendapat 

pengetahuan-pengetahuan khususnya di bidang pajak bumi dan bangunan 

pedesaan dan perkotaan. Pengetahuan-pengetahuan khususnya dapat digunakan 

untuk melakukan kegiatan di bidang pbb  p2. Penulis juga mendapat data-data 

yang diperlulkan untuk penulisan laporan tugas akhir, khususnya di bidang pajak 

bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan bagian pendataan dan penilaian. 

3.4.1 Bagan Tabel Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian atas  Pajak 

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan 

pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
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A. Prosedur Pendaftaran Objek Pajak  

Wajib pajak Petugas pelayanan dan petugas pendataan 

  

Gambar 4.3 Prosedur pendaftaran Obyek pajak baru PBB P2  

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Situbondo, 

Tahun 2015 

Keterangan: 

1. Wajib pajak mengambil formulir pengajuan atau berkas permohonan objek 

pajak dengan persyaratan yang daijukan dengan beberapa syarat dan 

ketentuan  

a. Fotokopi sertifikat 

b. fotokopi KTP 

Memberikan : 
1.Formulir SPOP dan LSOP 
2. Tanda terima penyampaian SPOP 
dan LSOP 

 

Mengambil  formulir 
SPOP dan LSOP 

Mencatat identitas subjek pajak 
yang menerima SPOP dan LSOP 
dengan menunjukkan KTP/ SIM 

Mengisi SPOP dan 
LSOP 

Menerima SPOP dan LSOP serta 
memberi tanda terima 

pengembalian SPOP 

Mengemblikan formulir 
SPOP dan LSOP 

Mengambil berkas 
permohonan dan 

melengkapi persyaratan 
yang telah di tentukan oleh 

petugas pelayanan 

Menerima berkas dan meneliti 
kelengkapan 
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c. fotokopi SPPT (bagi yang benar-benar belum mempuyai sppt bisa 

pinjam di sisi kanan dan sisi kiri) 

d. fotokopi pelunasan 5 tahun (bagi yang sudah punya SPPT)  

2. Petugas pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan dengan 

lengkap dan benar  

3. Petugas pelayanan memberikan formulir SPOP dan LSOP dan 

memberikan tanda terima penyampaian SPOP dan LSOP 

4. Wajib pajak mengambil formulir SPOP dan LSOP 

5. Wajib pajak mengisi SPOP dan LSOP  

6. Petugas pelayanan mencatat identitas subjek pajak yang menerima SPOP 

dan LSOP dengan menunjukkan Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau SIM 

7. Wajib pajak mengembalikan fomulir SPOP dan LSOP  

8. Petugas pendataan menerima SPOP dan LSOP serta memberi terima 

pengembaliaan SPOP. 
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B. PROSEDUR PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Prosedur Pendataan dan Penilaian 

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Situbondo, 

Tahun 2015 

Keterangan: 

1. Wajib pajak mengajukan permohonan secara perorangan atau kolektif 

2. Petugas pelayanan memberikan informasi tentanng pesyaratan pengajuan 

permohonan pengurangan dan keberatan, serta melakukan penelitian 

duluan yang diterima 

Wajib pajak 
mengajukan 
permohonan 

Petugas pelayanan 
memberikan informasi 

syarat pengajuan 
permohonan  

pengurangan dan 
keberatan 

Melakukan penelitian 
laporan pengurangan dan 

permohonan 

Petugas penilaian melakukan 
penilaian terhadap objek pajak 
yang mempunyai karakteristik 

khusus dan memberikanya 
  

Kasi pendataan menerima dan 
meneliti lapangan laporan dari 

   

Kabid menandatangani hasil 
laporan pendataan dan penilaian 
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3. Petugas pendataan melakukan penelitian laporan terhadap permohonan 

pengurangan dan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak 

4. Petugas penilaian melakukan penilaian terhadap objek pajak yang 

mempunyai karakteristik khusus (pom bensin, rumah mewah, pabrik dan 

ruko) 

5. Kepala seksi pendataan menerima dan meneliti hasil laporan dari 

pendataan dan penilaian 

6. Kepala Bidang menandatangani hasil laporan pendataan dan penilaian. 
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BAB 5 PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

a. Dalam pelaksanaan pendaftaran PBB P-2, wajib pajak akan mendapatkan 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPOP), dimana proses pendaftaran 

tesebut tergolong sangat mudah untuk di dapatkan karena wajib pajak, hanya 

mengambil, mengisi dan mengembalikan fromulir SPOP dan LSOP. Formulir 

diproleh paling lambat 30 hari sejak diterima SPOP dan LSOP. 

b. Pendataan dilakukan guna untuk mengetahui kesesuaian data objek pajak di 

lapangan dengan data objek yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Situbondo. 

c. Penilaian dilakukan dengan tujuan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP) yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Penilaian zona 

blok untuk pembuatan peta. 
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5.2 Saran 

Untuk kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Situbondo agar memberikan pelayanan prima yang baik, berkualitas,  serta 

memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan. Selain 

itu pihak di DPPKAD juga harus sering melakukan sosialisasi dan pendataan 

ulang terhadap wajib pajak, agar wajib pajak benar-benar mengerti terhadap PBB 

P-2, juga petugas harus  teliti dalam penilaian-penilaian PBB P-2 dan pengetrian 

data, agar tidak terjadi salah ketik atau cetak doble. 
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A. Surat Rekomendasi Magang 
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B. Surat Tugas Magang 
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C. Surat Balasan Magang 
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D. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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E. Kegiatan Konsultasi 
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F. Absensi Kehadiran 
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G. Nilai Praktek Kerja Nyata  
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H. Bukti Penerimaan Surat  
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I. Contoh Permohonan Mutasi 
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J. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) 
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K. LSOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak) 
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L. KTP Permohonan Data Baru 
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M. Contoh SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)  
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N. Contoh Sertifikat Kepemilikan Tanah 
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O. Contoh Surat Ukur 
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P.  Undang-Undang peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 
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Q. Undang- Undang No 19 Tahun 2011  
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R.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 
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S.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
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T. DOKUMENTASI  
 
a. Dokumentasi pada saat permohonan pendaftaran Surat Pemberitahuan Pajak 

Tahunan (SPPT) 

                                    

b. Dokumentasi pada saat pengcekan  Dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan 
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